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PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 42 ayat (1) dan

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang

Milik Negara baik pengamanan fisik, administrasi

maupun hukum dalam bentuk penatausahaan

persediaan;

b. bahwa dalam rangka keseragaman dalam penatausahaan

persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

membuat pedoman penatausahaan persediaan di

lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman
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Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4445);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional
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Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 26 Tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan,

Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Penatausahaan persediaan di lingkungan Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Ketentuan tentang penatausahaan persediaan merupakan

pedoman/acuan dalam pelaksanaan penatausahaan

persediaan di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

KEPALA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN

DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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